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ABSTRACT 

The selection of BPJS classes is very important for JKN participants independently considering the 

high cost of health services at this time. The results of the evaluation of the Deputy Directors for Health 

Insurance Financing for Health Referral BPJS showed that there were BPJS Health participants who 

registered themselves in classes that were not following their financial profile. The purpose of the study 

was to determine the determinants of the selection of BPJS class JKN Mandiri participants in Pelem 

Kidul, Banguntapan, Bantul. The study was conducted with an analytical survey involving 68 JKN 

Mandiri participants. The study was conducted in July-August 2019. Data were collected by 

questionnaire. Data were analyzed using Chi-Square with 95% CI (α = 0.05). It is known that 

respondents chose Class III (57.4%), Class II (32.4%) and Class I (10.3%). Respondents with high 

knowledge (48.5%) and low 51.5%; 31-40 years old (41.2%), 41-50 years (27.9%),> 50 years (25%) 

and <30 years (5.9%); high income (95.6%) and low (4.4%); having high school education (44.1%), 

PT (23.5%), junior high school (17.6%, elementary school (11.8%) and not attending school (2.9%); 

most family members (20.6%) and a little (79.4%) Test the statistical relationship between BPJS class 

choice with knowledge (p = 0.44), age (p = 0.338), income (p = 0.31), education (p = 0.72), number of 

family members (p = 0.041) This study shows the choice of BPJS class is influenced by the number of 

family members, but not related to age, knowledge, education and income. 

 

Keywords: independent JKN participants, BPJS class 

 
ABSTRAK 

Pemilihan kelas BPJS sangat penting bagi peserta JKN mandiri mengingat mahalnya biaya pelayanan 

kesehatan saat ini.. Hasil evaluasi Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan 

BPJS Kesehatan menunjukkan adanya peserta BPJS Kesehatan yang mendaftarkan dirinya di kelas 

yang tak seusai dengan profil finansialnya. Tujuan penelitian untuk mengetahui determinan pemilihan 

kelas BPJS peserta JKN Mandiri di Pelem Kidul, Banguntapan, Bantul. Penelitian dilakukan dengan 

survei analitik melibatkan 68 peserta JKN Mandiri. Penelitian dilakukan pada Juli-Agustus 2019. Data 

dikumpulkan dengan kuesioner. Data dianalisis menggunakan Chi Square dengan 95% CI (α = 0,05). 

Diketahui responden memilih Kelas III (57,4%), Kelas II (32,4%) dan Kelas I (10,3%). Responden 

dengan pengetahuan tinggi (48,5%) dan rendah 51,5%; berumur 31-40 tahun (41,2%), 41-50 tahun 

(27,9%), >50 tahun (25%) dan <30 tahun (5,9%); berpendapatan tinggi (95,6%) dan rendah (4,4%); 

berpendidikan SMA (44,1%), PT (23,5%), SMP (17,6%, SD (11,8%) dan tidak sekolah (2,9%); 

beranggota keluarga terbanyak (20,6%) dan sedikit (79,4%). Uji statistik hubungan pilihan kelas BPJS 

dengan pengetahuan (p=0,44), umur (p=0,338), pendapatan (p=0,31), pendidikan (p=0,72), jumlah 

anggota keluarga (p=0,041). Penelitian ini menunjukkan pilihan kelas BPJS dipengaruhi jumlah 

anggota keluarga, namun tidak berhubungan dengan umur, pengetahuan, pendidikan dan pendapatan. 

 

Kata kunci: peserta JKN mandiri, kelas BPJS 
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PENDAHULUAN 

Kepesertaan Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) pekerja sektor informal 

(mandiri) masih rendah. Kendala utama 

masalah ini adalah ketidakmampuan untuk 

membayar premi untuk memperoleh 

kualitas layanan perawatan kesehatan. 

Memperluas cakupan asuransi kesehatan 

sosial ke pekerja sektor informal 

merupakan tantangan yang dihadapi 

banyak negara. Pekerja sektor informal 

adalah kelompok rentan, dengan sebagian 

besar berpenghasilan rendah, status 

kesehatan yang buruk, tingkat pemanfaatan 

layanan kesehatan yang tinggi, tetapi 

tingkat cakupan kepesertaan masih rendah 

(Nga et al. 2018).  

Tingginya biaya kesehatan saat ini dan 

risiko sakit yang dimiliki oleh semua orang 

menjadi dasar bagi seseorang untuk 

menjadi peserta JKN. Bagi peserta JKN 

mandiri, mereka diwajibkan membayarkan 

iuran setiap bulannya sesuai dengan 

kemampuannya. Hasil evaluasi yang telah 

dilakukan oleh Deputi Direksi Bidang 

Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan 

BPJS Kesehatan menunjukkan adanya 

peserta BPJS Kesehatan yang 

mendaftarkan dirinya di kelas yang tak 

seusai dengan profil finansialnya 

(Movanita, 2019). Besaran iuran dalam 

premi yang dibebankan dalam asuransi 

kesehatan memengaruhi pemerataan akses 

ke layanan kesehatan (O’connor, 2018). 

Peserta JKN mandiri untuk 

membayarkan iuran setiap bulannya dari 

penghasilan usaha sendiri. Pemilihan kelas 

BPJS sangat penting bagi peserta JKN 

mandiri mengingat mahalnya biaya 

pelayanan kesehatan saat ini. Faktor-faktor 

yang berpengaruh dalam pemilihan adalah 

umur (Dumanovsky, Huang, Bassett, & 

Silver, 2010), pengetahuan (Ogochukwu, 

Udeogaranya, & Ubaka, 2011; Werdani, 

Purwaningsih, & Purwanti, 2017), 

pendidikan (Susilo, 2015), pendapatan 

(Loke, 2017), jumlah anggota keluarga 

(Mtei & Mulligan, 2007).  

Jumlah peserta JKN-KIS sampai 14 

September 2018 mencapai 202.160.855 

jiwa dimana sebanyak 25,3 juta di 

antaranya merupakan peserta BPJS 

Kesehatan mandiri (BPJS, 2018). Sesuai 

dengan kemampuan finansialnya, peserta 

JKN mandiri memilih besaran iuran yang 

akan menentukan kelas BPJS dan layanan 

kamar yang menjadi haknya. Kelas 1 adalah 

kelas dengan iuran bulanan yang paling 

mahal dan akan mendapatkan pelayanan 

BPJS maksimal, diikuti oleh kelas 2 dan 

kelas 3 (Khoirunisa, 2016) 

Penduduk Pelem Kidul, Desa 

Baturetno, Banguntapan, Bantul sampai 

tahun 2019 tercatat sebanyak 236 orang 

dengan berbagai latar belakang pekerjaan. 

Dari jumlah penduduk tersebut belum 

diketahui informasi kepesertaan BPJS dan 

kelas yang dipilih. Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui jumlah kepesertaan JKN 

mandiri dan mempelajari faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi pemilihan kelas 

BPJS.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan survei 

cross-sectional. Penelitian dilakukan di 

Pelem Kidul, Desa Baturetno, 

Banguntapan, Bantul. Data diambil pada 

Juli-Agustus 2019. Semua peserta JKN 

Mandiri di Pelem Kidul dijadikan populasi 

penelitian. Sampel penelitian ini adalah 

total populasi sebanyak 68 orang diambil 

dengan purpose sampling. Sampel dipilih 

dengan kriteria setiap orang yang bekerja 

atau berusaha atas risiko sendiri tanpa 

menerima upah kerja, minimal 6 bulan. 

Data primer dikumpulkan melalui 

wawancara dengan responden mengikuti 

format kuesioner. Variabel kepesertaan 

BPJS mandiri dikumpulkan secara 

langsung menanyakan keanggotaan dan 

melihat kartu peserta JKN untuk 

diklasifikasikan sebagai peserta sektor 

informal atau orang lain. Data umur, 
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pendidikan pengetahuan tentang JKN, 

pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan 

kelas BPJS dikumpulkan dengan kuesioner 

yang diisi responden. Kelas BPJS 

dikategorikan dalam  kelas 1, 2 dan 3, jika 

mau membayar iuran per bulan sebesar Rp 

81.000,00, Rp51.000,00 dan Rp25.500,00. 

Pengetahuan dikategorikan dalam tinggi 

jika x ≥ rata-rata/median; dan rendah, jika x 

< rata-rata/median. Rata-rata digunakan 

jika data terdistribusi normal, sedangkan 

jika tidak terdistribusi normal maka 

digunakan median. Umur dikategorikan 

dalam <30, 31-40, 41-50 dan >=50 tahun. 

Pendapatan dikategorikan dalam tinggi, 

jika >Rp1.404.760,00; dan rendah, jika 

<Rp1.404.760,00. Pendidikan 

dikategorikan dalam rendah, jika tidak 

sekolah, tamatan SD, dan SMP; dan tinggi, 

jika tamatan SMA dan Perguruan Tinggi 

(Riyanto, 2011). Jumlah anggota keluarga 

dikategorikan dalam sedikit, jika <3 dan 

banyak, jika >=3. Analisis univariate untuk 

mendeskripsikan profil respondan dan 

bivariate dengan Chi-Square untuk 

mengetahui pengaruh antara variabel bebas 

dan variabel terikat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Profil Responden 

Kelas BPJS yang dipilih responden 

(Tabel 1) terbanyak pada kelas 3 (57,4%) 

diikuti kelas 2 (32,4%) dan paling sedikit 

kelas 1 (10,3%). Penelitian pada sektor 

informal pedagang pasar tradisional di Kota 

Denpasar juga menunjukkan kelas 3 paling 

banyak dipilih (72,2%) dan diikuti kelas 2 

(17%) dan kelas 1 (10,8%) (Hardy & 

Yudha, 2018).  

Tingkat pengetahuan responden (Tabel 

1) pada kategori tinggi sebanyak 48,5% dan 

rendah 51,5%. Penelitian serupa 

melibatkan pekerja sektor informal yang 

dilakukan di Kelurahan Poncol (Pangestika, 

Jati, & Sriatmi, 2017) dan di Kuantan 

Singingi (Surya & Yunita, 2019) juga 

menunjukkan sebagian responden memiliki 

pengetahuan  yang  buruk.  

Umur responden (Tabel 1) terbanyak 

berumur 31-40 tahun (41,2%) diikuti umur 

41-50 tahun (27,9%), >50 tahun (25%) dan 

paling sedikit berumur < 30 tahun (5,9%). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di 

Desa Sei Pancang dalam pemilihan kelas 

kepesertaan JKN juga menunjukkan 

responden terbanyak pada kelompok usia 

37 tahun hingga 46 tahun 51,9% (Nur, AB, 

& Lusiana, 2019). 

Pendapatan responden (Tabel 1) tinggi 

sebanyak 95,6% dan rendah 4,4%. Dalam 

penelitian untuk mengetahui pemilihan 

kelas BPJS di Teluk Kuantan diketahui 

mayoritas responden berpendapatan tinggi 

sebanyak 71% dan rendah 29% (Surya & 

Yunita, 2019).  

Pendidikan responden terbanyak SMA 

(44,1%) diikuti PT (23,5%), SMP (17,6%), 

SD (11,8%) dan paling sedikit tidak sekolah 

(2,9%). Penelitian serupa pada peserta 

BPJS Mandiri Desa Sei Pancang karena 

kondisinya di pedesaan dan jauh dari kota, 

mayoritas responden hanya lulusan SD 

(55,1%) (Surya & Yunita, 2019). 

Jumlah anggota keluarga responden 

pada kategori banyak 20,6% dan sedikit 

79,4%. Sementara ada penelitian lain yang 

dilakukan pada pedagang/wiraswasta yang 

menjadi peserta BPJS kesehatan 

menunjukkan mereka mempunyai jumlah 

tanggungan   keluarga 2-4 orang (88,7%) 

(Pangestika et al., 2017).
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Tabel 1 Profil Responden Penelitian (N=68) 

Kategori F % 

Pemilihan Kelas BPJS Kelas I 7 10,3 

 Kelas II 22 32,4 

 Kelas III 39 57,4 

Pengetahuan Tinggi 33 48,5 

 Rendah 35 51,5 

Umur   < 30 4 5,9 

 31-40 28 41,2 

 41-50 19 27,9 

 >=50 17 25,0 

Pendapatan Rendah  3 4,4 

 Tinggi  65 95,6 

Pendidikan Tidak sekolah 2 2,9 

 SD 8 11,8 

 SMP 12 17,6 

 SMA 30 44,1 

 PT 16 23,5 

Jumlah anggota keluarga Sedikit 54 79,4 

 Banyak 15 20,6 

Hubungan Pengetahuan dengan 

Pemilihan Kelas BPJS 

Pemilihan kelas BJPS oleh responden 

(Tabel 2) menunjukkan mereka yang 

berpengetahuan tinggi dan rendah 

cenderung memilih Kelas 3 (paling banyak) 

dan Kelas 2 dibanding Kelas 1. Dalam 

memilih kelas BPJS, peserta asuransi 

secara sadar perlu mengetahui tujuan, 

fungsi, dan keuntungan dari skema yang 

ditawarkan (Gumber & Kulkarni, 2000). 
Jika responden memiliki tingkat kesadaran 

terhadap program JKN tinggi maka pekerja 

sektor informal tidak sekedar mengetahui, 

tetapi juga mengingat beberapa hal 

mengenai program JKN (Pangestika et al., 

2017).  

Analisis data dengan uji Chi Square 

antara variabel pemilihan kelas BPJS dan 

pengetahuan dalam penelitian ini (Tabel 2) 

diperoleh hasil 0,44. Hal ini menunjukkan 

tidak ada hubungan antara pengetahuan dan 

pemilihan Kelas BPJS. Penelitian serupa di 

Surakarta juga menunjukkan faktor 

pengetahuan tidak mempengaruhi pilihan 

kelas BPJS (Rohmawati, 2014). Hasil 

temuan di lapangan pada peserta BPJS 

Kesehatan sektor informal di Kelurahan 

Poncol meskipun mereka memiliki 

pengetahuan baik (42.3%) namun tidak 

mengikuti BPJS Kesehatan, dan ada pula 

responden yang berpengetahuan buruk 

namun mengikuti BPJS Kesehatan (38,9%) 

(Pangestika et al., 2017). Ada penelitian 

serupa yang dilakukan di Distrik Anand 

Gujarat namun hasilnya menunjukkan 

bahwa pengetahuan tentang asuransi 

mempengaruhi keputusan pembelian 

asuransi kesehatan (Bhat & Jain, 2006).

 

Tabel 2 Tabulasi Silang Pengetahuan dengan Kelas BPJS 

 

Kelas BPJS 

Total Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 

Pengetahuan Rendah 21 12 2 35 

Tinggi 18 10 5 33 

Total 39 22 7 68 
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Pengaruh pengetahuan untuk memilih 

kelas (jenis) asuransi kesehatan penelitian 

ini dan yang lain tergantung pada 

pemahaman individu. Pemahaman yang 

kurang tentang konsep asuransi kesehatan 

menjadi penyebab rendahnya masyarakat 

memilih asuransi kesehatan (Bendig & 

Arun, 2011).  

Seseorang tanpa pengetahuan tidak 

memiliki dasar untuk membuat keputusan 

dan tindakan tegas atas masalah yang 

dihadapi (Notoatmodjo, 2007). 

Pemahaman harga premi per bulan yang 

dibayar konsumen untuk asuransi 

kesehatan sangat diperlukan karena 

konsumen sering membelinya tanpa 

mengetahui biaya yang sebenarnya (Berry 

& Bendapudi, 2007). 

Hubungan Umur dengan Pemilihan 

Kelas BPJS 

Responden dalam penelitian (Tabel 3) 

menunjukkan mereka yang berumur lebih 

dari 30 tahun mayoritas sudah terdaftar 

sebagai peserta BPJS dengan memilih kelas 

2 dan 3 dan hanya 7 orang yang memilih 

kelas 1. Dalam penelitian ini juga diketahui 

terdapat 4 responden berumur kurang dari 

30 tahun yang memiliki BPJS dan 2 di 

antaranya memilih kelas 2. Berdasarkan 

pertimbangan usia,  dalam dinamika 

kesejahteraan ekonomi menunjukkan 

bahwa orang dewasa muda yang berusia 

antara 18 dan 24 tahun cenderung tidak 

memiliki asuransi (Bennefield, 1996). 

Individu yang lebih tua umumnya kurang 

sensitif terhadap premi asuransi kesehatan 

(Beaulieu, 2001).  

Analisis data menggunakan Chi Square 

(Tabel 3) diketahui sebesar 0,338. Hal ini 

menunjukkan tidak ada hubungan antara 

umur dengan pemilihan kelas BPJS. 

Temuan ini didukung penelitian lain yang 

menunjukkan bahwa hubungan antara 

kesediaan untuk membayar asuransi 

kesehatan berhubungan negatif terhadap 

umur usia (Bhat & Jain, 2006; Gustafsson-

Wright, Asfaw, & van der Gaag, 2009; 

Kananurak, 2014; Lofgren, Thanh, Chuc, 

Emmelin, & Lindholm, 2008), namun 

bertentangan dengan temuan yang  

diperoleh dari sektor informal perkotaan 

Punjab, dimana umur adalah faktor 

signifikan yang mempengaruhi pendaftaran 

asuransi kesehatan (Kansra & Gill, 2017).

 

Tabel 3 Tabulasi Silang Umur dengan Kelas BPJS 

 

Kelas BPJS 

Total Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 

Umur <= 30 2 2 0 4 

31 - 40 16 7 5 28 

41 - 50 10 9 0 19 

> 50 11 4 2 17 

Total 39 22 7 68 

Dalam kepemilikan asuransi, semakin 

bertambah umur peserta akan 

mempengaruhi besarnya pengeluaran 

medis sebagai penerima manfaat medicare 

pertanggungan mereka akan sama atau 

sedikit lebih rendah (Hadley & Waidmann, 

2006). 

Hubungan Pendapatan dengan Kelas 

BPJS 

Responden dengan pendapatan tinggi 

(Tabel 4) menunjukkan mayoritas memilih 

kelas 3 dan 2 BPJS. Sementara itu mereka 

yang berpendapatan tinggi hanya 7 orang 

yang memilih kelas I. Hasil penelitian lain 

tentang faktor-faktor yang memengaruhi 

masyarakat Desa Sei Pancang dalam 

pemilihan kelas kepesertaan JKN juga 

menunjukkan hal yang sama. Hal ini 

disebabkan karena masih ada masyarakat 
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yang meyakini bahwa kebutuhan untuk 

kesehatan bukan keperluan prioritas yang 

harus dipenuhi terlebih dahulu (Nur et al., 

2019).  

Kondisi tersebut bertentangan dengan 

pendapat yang menyebutkan bahwa 

semakin tinggi pendapatan yang diterima 

seseorang maka akan menimbulkan 

kecenderungan untuk memilih dan 

menggunakan pelayanan kesehatan dengan 

kualitas dan fasilitas yang lebih baik, 

sedangkan hal itu berlaku sebaliknya jika 

seseorang mempuyai pendapatan yang 

kurang maka akan memilih dan 

menggunakan  pelayanan  kesehatan  yang  

sesuai  dengan  apa  yang  bisa  mereka  

bayar (Lumi, 2014). Perilaku responden 

ketika memilih kelas BPJS dalam penelitian 

ini juga didukung hasil penelitian lain 

dimana semakin tinggi pendapatan, maka 

seseorang dapat bebas memilih pelayanan 

kesehatan yang mereka sukai (Ilhamdani, 

2017).  

Hasil uji Chi Square antara faktor 

pendapatan dan pemilihan kelas BPJS 

(Tabel 4) diketahui sebesar 0,31. Hal ini 

menunjukkan pendapatan tidak 

berhubungan dengan pemilihan kelas 

BPJS. Penelitian yang dilakukan di Hau 

(2000), Yulianto (2008), Mnally (2013), 

Arsyad (2015) dan Pratama (2018) dalam 

penelitiannya menemukan bukti bahwa 

penentu permintaan asuransi tidak 

dipengaruhi oleh pendapatan. Banyaknya 

kelas 3 BPJS yang dipilih peserta JKN 

disebabkan pendapatan sektor   informal   

tidak menentu   setiap   bulannya 

(Pangestika et al., 2017).  

Temuan ini bertentangan hasil 

penelitian serupa di Kelurahan Mojosongo 

menunjukkan ada hubungan antara 

pendapatan dengan pemilihan jenis iuran 

(Rohmawati, 2014). Pendapatan umumnya 

digunakan sebagai panduan untuk 

menetapkan harga pada segmen target yang 

berbeda (Goldsmith, Flynn, & Kim, 2010). 

Jadi  konsumen akan menentukan kelas 

perawatan dalam JKN sangat tergantung 

dari besar pendapatan yang didapatkan.  

Hasil kajian ability to pay (ATP) bagi 

calon peserta BPJS kesehatan dalam 

pemilihan besaran iuran di Provinsi Jambi 

Tahun 2015 menunjukkan adanya 

kecenderungan masyarakat dalam memilih 

besar iuran BPJS Kesehatan bergantung 

pada tingkat pendapatan.

Tabel 4 Tabulasi Silang Pendapatan dengan Kelas BPJS 

 

Kelas BPJS 

Total Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 

Pendapatan Rendah 3 0 0 3 

Tinggi 36 22 7 65 

Total 39 22 7 68 

Semakin tinggi pendapatan akan 

meningkatkan keinginan seseorang 

memperoleh pelayanan kesehatan yang 

terbaik dan semakin rendah pendapatan 

seseorang akan memperoleh pelayanan 

kesehatan yang sesuai dengan 

pendapatanya (Noerjoedianto, 2016). 

Kondisi tersebut bertentangan dengan 

teori ekonomi, dimana konsumen 

berpenghasilan rendah lebih sensitif 

terhadap harga. Konsumen telah menyadari 

bahwa apa diperoleh berdasarkan berapa 

banyak yang mereka bayarkan (Goldsmith 

et al., 2010). Individu berpenghasilan 

rendah biasanya lebih sensitif terhadap 

perubahan premi (Marquis, Buntin, 

Escarce, Kapur, & Yegian, 2004)  

Hubungan Pendidikan dengan Kelas 

BPJS 

Hubungan antara pendidikan dengan 

pemilihan kelas BPJS disajikan dalam 

tabulasi silang kedua faktor dan dilakukan 

uji Chi Square. Hasil tabulasi silang faktor 
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pendidikan dan Kelas BPJS disajikan pada 

Tabel 5. Responden dengan pendidikan PT 

dan SMA (Tabel 5) cenderung memilih 

Kelas 3 dibanding Kelas 1 dan 2. 

Berdasarkan penelitian tentang determinan 

probabilitas keikutsertaan jaminan 

kesehatan diketahui individu yang tamat 

SLTA/MA kemungkinan 10,3 kali lebih 

tinggi dan lulusan D1/D2/D3 menunjukkan 

38,1 kali lebih tinggi untuk memiliki 

asuransi kesehatan dibandingkan dengan 

mereka yang tidak sekolah (Intiasari, 

Trisnantoro, & Hendrartini, 2015). Analisis 

pada keluarga keluarga di California dalam 

membeli asuransi menunjukkan individu 

dengan gelar sarjana atau lebih tinggi akan 

mampu membeli asuransi kecil untuk 

menghindari risiko pengeluaran medis yang 

sangat besar (Marquis et al., 2004).  

Hasil uji Chi Square (Tabel 5) sebesar 

0,72 menunjukkan tidak ada hubungan 

antara pendidikan dan pemilihan Kelas 

BPJS. Hasil penelitian ini juga dibuktikan 

peneliti lain bahwa pendidikan tidak 

mempengaruhi pemilihan kelas BPJS 

(Alesane & Anang, 2018; Arsyad, 2015; 

Hau, 2000; Ilhamdani, 2017; Pangestika et 

al., 2017). Walaupun pendidikan dalam 

penelitian ini tidak mempengaruhi 

pemilihan kelas BPJS, namun keputusan 

untuk mendaftar asuransi sangat 

dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, 

ukuran rumah tangga, pengetahuan dan 

informasi yang diperoleh (Werdani et al., 

2017). 

Sebaliknya, penelitian yang dilakukan 

di Kelurahan Mojosongo Surakarta 

menunjukkan ada hubungan antara 

pendidikan dengan pemilihan jenis iuran 

BPJS (Rohmawati, 2014).

Tabel 5 Tabulasi Silang Pendidikan dengan Kelas BPJS 

 

Kelas BPJS 

Total Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 

Pendidikan Tidak Sekolah 2 0 0 2 

SD 5 2 1 8 

SMP 6 5 1 12 

SMA 16 9 5 30 

PT 10 6 0 16 

Total 39 22 7 68 

Pendidikan mampu meningkatkan 

kematangan intelektual seseorang dalam 

mengambil keputusan (Azwar, 2009). 

Semakin tinggi pendidikan dapat 

meningkatkan pemahaman dan 

pengetahuan masyarakat tentang asuransi 

kesehatan, sehingga mampu menimbulkan 

tingkat kesadaran yang tinggi dalam 

memilih kelas BPJS (Novinsyah, Kristiani, 

& Dewi, 2006). 

Hubungan Jumlah Anggota Keluarga 

dengan Pemilihan Kelas BPJS 

Responden dengan jumlah anggota 

keluarga sedikit tinggi (Tabel 6) tercatat 

lebih banyak memilih kelas 3 dibandingkan 

yang banyak. Hasil penelitian pada peserta 

JKN di Kecamatan Ungaran Barat 

menunjukkan bahwa semakin banyak 

jumlah anggota keluarga, akan semakin 

banyak kebutuhan yang harus dipenuhi 

(Kusumaningrum & Azinar, 2018). Dengan 

demikian pekerja informal cenderung 

memilih premi yang lebih murah bagi 

rumah tangga dengan banyak anggota 

(Showers & Shotick, 1994). Berdasarkan 

uji Chi Square diketahui nilai 0,041 

menunjukkan tidak ada hubungan antara 

jumlah anggota keluarga dengan pemilihan 

kelas BPJS. Temuan ini didukung hasil 

penelitian yang dilakukan pada peserta JKN 

di Kecamatan Ungaran Barat 
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(Kusumaningrum & Azinar, 2018) dan 

Kelurahan Poncol (Pangestika et al., 2017).  

Kepesertaan BPJS Kesehatan ini tidak 

secara individu, namun dihitung dan 

disertakan per kartu keluarga. Jjika jumlah 

anggota keluarga yang terdaftar pada kartu 

keluarga semakin banyak maka beban iuran 

setiap bulan akan bertambah (Aryani & 

Muqorrobin, 2013). Harga yang 

menunjukkan besarnya iuran sangat sensitif 

bagi rumah tangga dengan tanggungan 

banyak (Hoch, 1996), dimana pendapatan 

yang diterima akan  dibagi di antara 

anggotanya (Sethuraman & Cole, 1997).

 

 

Tabel 6 Tabulasi Silang Jumlah Anggota Keluarga dengan Kelas BPJS 

 

Kelas BPJS 

Total Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 

Jumlah anggota keluarga Sedikit 35 15 4 54 

Banyak 4 7 3 14 

Total 39 22 7 68 

SIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan kelas BPJS 

dipengaruhi jumlah anggota keluarga, 

namun tidak berhubungan dengan umur, 

pengetahuan, pendidikan dan pendapatan. 
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